
  

BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 24 
AHUN 2012 TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN 

lenimbang 

lengingat 

LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Pajak Dearah, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap harga dasar pengenaan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan. 

. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan 

Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Tengah sebagai Undang- 

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1643), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49): 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179), 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.07/2010 tentang 
Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan 
di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah, 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 
Nomor 3): 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2011 Nomor 21)sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 
Nomor 10): 

13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2) 

14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Harga Dasar 
Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana 
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Pengenaan 
Pajak Mineral Bukan Iocam dan Bahan (Rata Nol



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG HARGA 
DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN 
BATUAN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 
tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24), 
diubah sebagai berikut : 

Pasal 4 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 1596 (lima belas persen) dari dasar 
Nilai Pasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada fanggal 2016 

BUPATI KERINCI, 

an —— 
FIS 

H. ADIROZAL , 

ay, 
Diundangkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

H. ZULFAHMI. S 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR


